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ABSTRAK
NAMA : ANRIANI
NIM : 10300113168
JUDUL : Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai
Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis tentang
persepsi tingginya uang panai menurut hukum Islam di Kab. Jeneponto, selanjutnya
sub masalah yaitu:1) Bagaimana urgensi uang panai dalam perkawinan di kabupaten
jeneponto, 2) Apa faktor penyebab tentang tingginya uang panai di kabupaten
jeneponto, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tingginya uang panai
dalam perkawinan di Kabupaten Jeneponto.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian
yang dipergunakan adalah: pendekatan syar’i dan pendekatan sosiologis. Adapun
sumber data penelitian ini adalah Imam desa, Tokoh mayarakat, dan warga setempat
selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, daftar pertanyaan, , dan studi kepustakaan, teknik pengolahan data dan
analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi
data, koding data, dan editing data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi uang panai di kabupaten
jeneponto, sangat penting  untuk kelangsungan pesta pernikahan. Adapun faktor-
faktor penyebab tingginya uang panai adalah 1. Pendidikan, 2. Keturunan, 3.
Kekayaan, 4. Usia 5. Harga bahan makanan 6. Pacaran, 7. Kondisi fisik calon istri.
Adapun pandangan hukum Islam tentang tingginya Uang panai dalam perkawinan
adalah Hukum dari pemberian uang panai’ itu sendiri menurut Islam adalah mubah.
Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada
kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.
Tujuan Penelitian ini 1. Untuk mengetahui urgensi Uang panai dalam
perkawinan di kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto, 2.
Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor  penyebab tingginya Uang panai di
kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto, 3. Untuk mengetahui
pandangan hukum Islam tentang tingginya uang panai dalam perkawinan di Kab.
Jeneponto.
Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah biaya uang panai
sebaiknya, disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah
pihak tidak ada yang merasa diberatkan, penetapan jumlah uang panai hendaknya
pihak laki-laki memahami keadaan keluarga mempelai perempuan dan keadaan
sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (walimah) uang panai berada pada posisi
yang wajar untuk diterima. Seperti halnya di kabupaten jeneponto yang keadaan
masyarakatnya sangat peka terhadap kebersamaan, solidaritas yang masih terpelihara,
maka jumlah uang panai yang tinggi adalah hal yang wajar, perkawinan merupakan
salah satu Sunnah Rasulullah saw. jadi, dalam penyelangaraan sebaiknya nilai agama
yang ditonjolkan, meskipun secara adat tidak biasa di tinggalkan secara keseluruhan
yang jalannya tidak bertentangan dengan nilai syari’ah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang
mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Memang jika kita membicarakan
tentang pernikahan selalu menarik karena pernikahan itulah yang melahirkan
keluarga dan sebagai tempat seluruh kehidupan manusia berputar.1
Pernikahan adalah sunnah (wajib) dalam Islam untuk menghindarkan keluarga
dari fitnah. Namun, bagaimana pernikahan itu mendapat hidayah dan berkah Allah
swt, salah satunya adalah nikah dilangsungkan tanpa memberatkan salah satu
mempelai. Di jeneponto, tidak jarang uang panai diplesetkan sebagai mahar. Mahar
dalam islam memang wajib tetapi merupakan pemberian benda seperti emas, atau
paling tinggi rumah dan tanah. Tetapi uang panai memberatkan. Kendati begitu, tidak
masalah jika si pria menyanggupinya. Faktanya terkadang ada pihak perempuan yang
meminta kepada pihak laki-laki uang panai yang sangat tinggi sehingga pihak laki-
laki tidak menyanggupinya, jika sudah begini kondisinya, inilah yang berpotensi
menimbulkan dosa.
Menikah diharamkan bagi seorang lelaki apabila dia ini tidak memiliki
kemampuan untuk membiayai isteri dan anak-anaknya, atau dia menderita penyakit
yang cukup gawat dan akan menular kepada isterinya dan keturunannya. Menikah
juga dapat menjadi makruh bagi seorang lelaki yang tidak mempunyai dorongan
seksual sama sekali atau tidak memiliki rasa cinta kepada anak-anak, atau di yakini
1M. Thahir Maloko. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar Alauddin
University Press, 2012), h. 26
2akan mengakibatkan lalai dalam berbagai kewajiban agamanya yang d akibatkan oleh
menikah tersebut.
Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan
satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan
secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah
Saw. Al-qur’an surah Ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman:
                       
                
Terjemahnya :
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.2
Dalam hukum Islam, kata perkawinan di kenal dengan istilah nikah. Menurut
ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan
perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “barang siapa yang kawin
berarti ia telah melaksanakan separoh (ajaran) agamanya, yang separoh lagi,
hendaklah ia taqwa kepada Allah” demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk
perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah
mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan
memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang di larang Allah.
Lahirnya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara
Republik Indonesia tanggal 1 januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi
2Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya
3tuntutan masyarakat indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak kongres
perempuan indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian susul menyusul
dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan
kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu  terutama
diperuntukkan bagi golongan “Indonesia Asli” yang beragama Islam yang hak dan
kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum
perkawinan orang Indonesia asli yang beragama islam yang tercantum dalam kitab-
kitab fikih (kitab-kitab hukum fikih Islam), menurut sistem hukum di tanah air kita
tidaklah dapat di golongkan ke dalam kategori “hukum tertulis” karena tidak tertulis
dalam peraturan undang-undang.3
Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi
kelancaran perkawinan tersebut, di antaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan
syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah
atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung
arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rukun perkawinan secara
lengkap adalah sebagai berikut : calon mempelai laki-laki, calon mempelai
perempuan, wali dari mempelai prempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.
Sebelum prosesi pernikahan atau pa’buntingan dilaksanakan, ada beberapa
tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah
assuro. Assuro adalah proses peminangan dari pihak kaluarga calon mempelai laki-
laki kepada pihak calon mempelai perempuan, sekaligus penentuan pemberian uang
3Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama ( Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), h. 20
4panai yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon
mempelai perempuan apabila lamaran tersebut di terima.
Suatu perkawinan diiringi dengan sejumlah pemberian dari pihak laki-laki ke
pihak perempuan. Ada dua jenis pemberian, yaitu sompa yang secara simbolis berupa
sejumlah uang yang dilambangkan dengan rella (real) yang sesuai dengan derajat
perempuan; dan dui’menre (uang naik) atau untuk perongkosan pesta perkawinan,
yang biasanya diikuti dengan lise’ kawing (isi perkawinan), dan mahar biasanya
sejumlah uang yang sekarang sering diserahkan dalam bentuk Mushaf Al-Qur’an dan
seperangkat alat shalat. Sebelum zaman belanda, seorang laki-laki dari luar harus
membayar pajak kepada pemerintah setempat, pallawa tana (pengamanan negeri)
yang proporsinya sama dengan sompa.4
Uang panai yang di berikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari
pada mahar. Adapun kisaran jumlah uang panai di mulai dari 50 juta dan 75 juta dan
bahkan ratusan juta, hal ini dapat di lihat dari prosesi akad nikah yang hanya
menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.
Terkadang karena tingginya uang panai yang di patok oleh pihak keluarga
perempuan, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikahi
karena ketidakmampuannya memenuhi “uang panai” yang dipatok, sementara
pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius.
4Christian Pelras, The Bugis (Blackwell Publishers, 1996), h. 156
5B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Adapun judul penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi
Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di kabupaten Jeneponto.
1. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada faktor penyebab
tingginya uang panai di kelurahan tolo utara, kecematan kelara Kabupaten Jeneponto.
Adapun yang dimaksud dengan Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib
diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan
digunakan sebagai biaya dan resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.
Masyarakat Kabupaten Jeneponto menganggap bahwa pemberian uang panai dalam
perkawinan suatu kewajiban yang tidak bisa di abaikan. Tidak ada uang panai berarti
tidak ada perkawinan.
Fokus kedua yaitu Hukum islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari
ajaran islam yang biasa di sepedankan dengan istilah “syariat” dan “fikih”. 5Namun
dalam hal ini, penulis memakai makna dari perspektif adalah sudut pandang hukum
islam yang di bangun berdasarkan Nash (Al-qur’an dan sunnah)
2. Deskripsi fokus
Berdasarkan fokus penelitian dari uaraian sebelumya, dapat dideskripsikan
substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, bahwa ada beberapa
faktor yang mempengaruhi tingginya uang panai di kelurahan tolo utara, kecematan
kelara Kabupaten Jeneponto.
5Asni, Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia,
2012) h. 38
6Tinggi rendahnya uang panai, sangat mempengaruhi proses suatu pernikahan.
Masyakat yang hidup dalam sistem kekerabatan akan menjadi pemicu lahirnya
dinamika biaya uang panai yang semakin beragam. Biaya uang panai bukanlah
sebuah rukun pernikahan, melainkan lebih kepada faktor pendukung terhadap resepsi
pernikahan yang merupakan bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam
masyrakat.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan pokok masalah
Bagaimana  Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut
Hukum Islam di Kab. Jeneponto:
Berdasarkan pokok masalah terdapat sub masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana urgensi uang panai’ dalam perkawinan di Kab. Jenponto
2. Apa faktor penyebab tingginya uang panai di Kab. Jeneponto?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tingginya uang panai dalam
perkawinan di Kab. Jeneponto?
D. Tinjauan Pustaka
1. ABSTRAK: Story of bride price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik
Suku Makassar
Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkritisi budaya penetapan harga
uang panaik atau uang belanja sebagai salah satu budaya adat perkawinan
suku Makassar. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita, akan
semakin tinggi pula uang panaik yang diminta pihak keluarganya. Tulisan ini
mengupas fenomena uang panaik, dan mengkritisinya dengan konsep
walimah yang diisyari’atkan oleh agama Islam. Untuk mendapatkan gambaran
7yang utuh, digunakan metode etnografi kritis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penetapan harga uang panaik melampaui konsep Islami dan karenanya,
adat ini perlu berpotret pada syari’at walimah yang memudahkan resepsi
perkawinan.
2. ABSTRAK: Uang Nai’: Antara Cinta dan Gengsi
Studi ini bertujuan untuk memahami doi menre atau Uang Nai’ dalam
budaya panai’ Bugis Makassar saat menentukan besaran uang belanja
perkawinan. Data dianalisi dengan menggunakan pola budaya perkawinan
adat Masyarkat Bugis yang dikemukakan oleh Lamallongeng. Hasil penelitian
menemukan bahwa fenomena tingginya Uang Nai’ Mahar dan Sompa
dipandang kaum muda Bugis dan orang luar sebagai bentuk harga. Lamaran
dianggap transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Pandangan ini
keliru sebab, budaya Panai merupakan bentuk penghargaan Bugis terhadap
wanita, Siri’ prestise dan status sosial. Uang Nai’ merupakan bentuk
penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah
mendidik anak gadisnya dengan baik.
3. SISTEM PERKAWINAN di sulawesi selatan dan sulawesi barat, karya Prof.
Dr. H. Abu Hamid dengan pokok pikiran sebagai berikut:
 Prinsip dasar sistem perkawinan orang makassar
 Sistem perkawinan dan bentuk-bentuk keluarga sakinah di kabuaten
Bone
 Perkawinan orang mandar: persentuhan tradisi dan nilai islam dalam
membangun keluarga sakinah
8Dari gambaran tersebut dapat dipetakan bagaimana wajah Islam di sulawesi
selatan yang muncul dengan menggunakan simbol-simbol budaya lokal. Berbagai
contoh penerapan Islam dalam undang-undang pengngaderreng antara lain dapat kita
lihat pada wanita atau laki-laki yang telah menikah dan melakukan zina, maka hukum
pidananya diterjemahkan menurut budaya lokal. Mereka – yang berzina dikafani
layaknya orang mati dan mengikuti sejumlah prosesi kematian sampai
dicemplungkan ke dasar laut hidup-hidup, karena memang setting kulturnya orang
bugis adalah laut. Para penjagaa wanita-wanita bugis/makassar tidak disebut sebagai
muhrim seperti yang ada dalam Islam tapi disebut sebagai to masiriqna – diadopsi
dari budaya siriq – yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi nama dan harkat
perempuan. Itulah sebabnya, wanita-wanita apabila tidak ada to masiriqna di dalam
rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Begitu pula bila ingin bepergian dia harus
dikawal oleh to masiriqna.
Kesimpulannya, Akulturasi Islam budaya lokal seperti yang diperlihatkan
melalui pelaksanaan syariat Islam dalam hal perkawinan hanya merupaakan satu dari
sejumlah aspek budaya yang memperlihatkan hal yang sama. Hanya dengan cara
kompromi seperti itu, maka Islam dapat diterima bagian dari sistem kehidupan
masyarakat sulawesi selatan. Ketika syariat Islam diidentifikasi dalam ranah
kehidupan masyarakat lokal maka yang kelihatan adalah perpaduan yang indah dan
unik dengan unsur budaya lokal. Inilah yang membedakan Islam di satu daerah
dengan mencari Islam yang seragam untuk semua wilayah Islam, begitu pula
keinginan untuk menjadikan wajah Islam menjadi satu rupa merupakan sesuatu yang
ahistoris.
9Dalam buku sistem perkawinan di sulawesi selatan dan sulawesi barat
membahas tentang prinsip dasar sistem perkawinan orang makassar, akan tetapi buku
ini belum lengkap dengan tidak adanya pembahasan mengenai tentang uang panai.
Dari ketiga buku di atas belum ada yang membahas secara menyeluruh
tentang uang panai. Tetapi, buku tersebut masing-masing membahas tentang
perkawinan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan  rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi
tujuan penelitian  yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui urgensi Uang panai dalam perkawinan di kelurahan Tolo
Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto.
b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor  penyebab tingginya Uang
panai di kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto.
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tingginya uang panai
dalam perkawinan di Kab. Jeneponto?
2. Kegunaan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikam kegunaan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui lebih dalam faktor penyebab tingginya biaya Uang
Panai, serta pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan
Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
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b. Berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang berada diluar
kabupaten Jeneponto, agar memahami bahwa pandangan dan respon
masyarakat Jeneponto terhadap biaya Uang panai merupakan hal yang
diprioritaskan dalam sebuah perkawinan mencari pendamping hidup di
kabupaten Jeneponto harus mapan dari segi pinansial.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Kajian Umum Perkawinan Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan
Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah”
dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat)
yakni “dhan” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah
mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang
berarti mengadakan perjanjian nikahan.1 Dalam kehidupan sehari-hari nikah
dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai
saat ini.
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh.2 Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut
bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti
bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti
persetubuhan (coitus), juga untuk arti nikah.
Berdasarkan rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu
perkawinan dijumpai berbagai aspek baik secara hukum, sosial dan agama. Aspek
1Dr. Abd Shomad, HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia,
(Cet ke-1;Jakarta Kencana 2010), h. 272
2DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai pustaka, 1994), h. 456
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hukum dalam perkawinan di pahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah
suatu perjanjian. Sebagai perjanjian perkawinan mempunyai tiga sifat yaitu:
1. Sebaiknya dilangsungkan dengan persetujuan dua belah pihak.
2. Penentuan tata cara pelaksanaan dan pemutusannya jika itu tidak dapat
diteruskan atau dilangsungkan.
3. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak,
berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata perjanjian juga mengandung
unsur kesengajaan, sehingga untuk menyelenggarakan perkawinan perlu
diketahui oleh masyarakat luas dan tidak dilaksanakan secara diam-diam.
Para ulama berpendapat tentang makna nikah, pada hal ini mereka terbagi
tiga golongan.Pertama, ulama hanafiyah berpendapat tentang makna nikah secara
hakiki adalah wata’ (bersetubuh) sedangkan majazi bermakna akad. Pendapat ini
didasarkan atas pemahaman mereka terhadap QS. Al-Nisa/4:22 sebagai berikut :
                
         
Terjemahnya :
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu
amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).3
Ayat di atas mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi wanita
yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama
hanafiyah harus diartikan wata’,  bukan aqad. Tampaknya, hazairin sependapat
3Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemahnya
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dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah hubungan seksual,
tidak ada perkawinan jika tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak
perlu ada tenggang waktu menunggu (masa iddah) untuk menikah kembali bekas istri
dengan laki-laki lain.4
Kedua, ulama syafi’iyah dan malikiyah berpendapat bahwa makna nikah
secara hakiki adalah aqad , sedangkan secara majazi wata’ . pendapat ulama ini
didasarkan atas pemahaman terhadap QS. Al-baqarah/2:230
                       
                  
  
Terjemahnya :
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua),
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui.5
Ayat di atas mengandung larangan bagi suami berkumpul dengan istri yang
ditalak tiga sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kata nikah dalam ayat tersebut
menurut ulama goloingan ini harus diartikan aqad bukan wata’ dengan alasan bahwa
yang terkena dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam
wata’
4Jamal jamil, Korelasi Hukum Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Cet. I; Makasaar: Alauddin University
Press, 2011), h. 17
5Kementerian Agama,  Al-quran dan Terjemahnya
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Ketiga, jumhur ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif
di atas, menurut jumhur, jika ditelusuri nassyar’i, maka akan ditemukan bahwa kata
nikah terkadang digunkan dalam arti wata’ dan terkadang pula digunakan dalam arti
aqad. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat diartikan sebagai wata’ atau aqad saja
sebab keduanya merupakam kata merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri.
Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan yang dinyatakan dengan
ucapan melalui ijab-qabul antara wali dengan calon suami yang bertujuan untuk
menghalalkan hubungan seksual (wata’).
Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang makna nikah tersebut,
membawa implikasi hukum yang berbeda. Implikasi hukum yang dimaksud adalah
apabila nikah diartikan sebagai wata’ , maka akibat hukumnya adalah haram bagi
anak laki-laki mengawini wanita yang pernah disetubuhi oleh ayah anak itu secara
tidak sah, atau sebaliknya. Oleh karena itu, seorang anak perempuan yang lahir dari
hubungan gelap (zina) antara seorang laki-laki itu, karena bagaimanapun juga anak
memperoleh warisan dan perwalian dari laki-laki, yang menghamili ibunya.
Sebaliknya, apabila nikah diartikan akad, maka akibat hukumnya adalah wanita yang
disetubuhi secara tidak sah oleh seorang laki-laki, maka ia boleh dikawini oleh putra
laki-laki tersebut. Bahkan, laki-laki itu boleh mengawini anak dari hasil
perzinahannya, jika sekiranya yang dilahirkan itu adalah seorang perempuan. Hal ini
disebabkan tidak ada hubungan nasab antara laki-laki pezina dengan anank tersebut.6
Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan
ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki yang dilihat pada diri
6Jamal jamil, Korelasi Hukum Undang-undang No.1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan
Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 18
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wanita adalah aspek-aspek biologisnya saja. Terlihat dalam kata al-wat’ atau al-
istimna’ yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian
ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita.
Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-
laki seperti yang tercermin dalam sebagai peristiwa-peristiwa perkawinan.7
Dalam pernikahan khususnya bagi umat Islam seharusnya syari’at yang
didahulukan pemahaman agama yang bagus pengalaman berinteraksi dengan orang
luar daerah dan tingkat pendidikan dapat mmperbaiki cara pandang terhadap budaya
uang panai’. Dalam arti bukan menolak atau mengubah drastis budaya itu sendiri
tetapi menyesuaikan budaya tersebut, sehingga tetap dapat diterima bagi semua
golongan. Pada intinya mahar adalah keikhlasan. Kerelaan dari suami untuk memberi
dan kerelaan dari istri untuk menerima. Kompromi dan keikhlasan ini yang harus
ditekankan dalam proses lamaran, sehingga manusia tidak mempersulit diri.8
Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan
(majaz) arti sebenarnya dari nikah  adalah dham yang berarti menghimpit, menindih,
atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah wata’ yang berati setubuh atau aqad
yang berati mengadakan perjanjian pernikahan.9
7Abdul Manan, Reformasi  Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Press, 2006), h.
153
8Jurnal akuntansi multiparadigma, http: //dx.doi.drg. 10.18202/jamal 2015.08.6018(14
oktober 2016)
9Kamal Muchtar, Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Cet.IV ; Jakarta: Bulan Bandung,
2004), h. 1
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Adapun yang menafsirkan nikah ialah menggabungkan dan menjalin, dan
menurut istilah syari’at, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam
konteks hukum syari’at  kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim
itu sendiri.10
Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.11
Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa
memiliki amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang
paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki
manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.
Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia,
memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit
yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman
jiwa.12
Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan
dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah
10Syaikh Huzain bin’ Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-qur’an
dan Bintang , 2004, h. 1
11Sabri Samin, dan Andi Nirmaya Aroeng Fikih II ( Makassar: Alauddin Press 2010), h. 3
12Ali Hasa, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 12
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adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka lah sosok-sosok teladan yang
wajib kita ikuti.13
Dari bermacam-macam pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik satu
kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu
perkawinan (nikah) suatu perjanjian dalam masyarakat antara laki-laki dan
perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan
peraturan yang berlaku bagi masyarakat di suatu negara maupun secara keagamaan.
Di dalam agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama
sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan. Jadi dengan
demikian ketentuan tentang persetujuan, harus ada lebih dulu sehingga apabila
seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu
berarti mereka telah taat pada ketentuan yang berlaku.
Aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa
perkawinan merupakan perkara yang suci. Dengan demikian, perkawinan menurut
islam merupakan ibadah, yaitu dalam terlaksananya perintah Allah melalui petunjuk
Rasul-nya.
Ta’arif perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi
hak dan kewajiban serta saling menolong antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
Manusia sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani,
diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit
13Syaikh Huzain, bin’Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia fikih Praktis Menurut Al-Qur’an
dan As-sunnah, h. 1
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dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan
dijalinnya hubungan antara  pria dan wanita, serta mengarah hubungan itu dalam
sebuah lembaga perkawinan.
Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa
“pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan
demikian fungsi utamanya reproduksi”. Dalam pandangan Islam, seks bukanlah
sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan selalu bersih. Itulah sebabnya Allah
memerintahkannya secara tersirat melalui law of sex, bahkan secara tersurat dalam
firman-firmannya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam
penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih dan dalam sebuah
ikatan suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang disyariatkan
akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentraman atau sakinah.14
Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan keturunan bahkan antara
dua keluarga. Dari sebaik-baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih
mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah
pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong
antar sesama dalam menjalankan kebaikan dan menghindari segala kejahatan.
2. Tujuan, Rukun, dan Syarat Perkawinan
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak
14Jamal jamil, Korelasi Hukum Undang-undang NO.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan
Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 42
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dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan
batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota
keluarga.15
Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi 5 yaitu:
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Naluri manusia mempunyai
kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak
keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran
kayakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup
manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan
akhirat dicapai dengan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia,
umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan
buah hati dan belahan jiwa.
2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung
jawab.
Sudah menjadi kodrat ibadah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-
jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan
antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual
juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara
harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar
perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang
layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-
satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing. Sedangkan masing-
15Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 22
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masing orang mempunyai kebebasan perkawinan mengikat adanya kebebasan
menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab
melaksanakan kewajiban.16
3. Memelihara diri dari kerusakan
Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan
melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluranya dengan
perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan,
entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena
manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada
perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual,
karenanya perlu lah menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan dapat
mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.
Hidup sehari-hari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum
berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang
mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga
dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah
berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula
dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif
dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-
pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berfikir
16Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 28
21
untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya
mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera
berdasarkan cinta dan kasih sayang.
Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia  tidaklah berdiri sendiri
melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga
yang terbentuk untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat
dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam
keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor yang terpenting
dalam ketenangan dan ketentraman masyarakat.
Dengan demikian tujuan perkawinan menurut Islam adalah tersalurnya naluri
seks kedua insan yang berlainan jenis secara sah, sehingga keduanya dapat
melestarikan kehidupannya, Allah swt berfirman dalam QS. Al-furqan/25:74
                          
    
Terjemahnya:
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati
(Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.17
Berdasarkan uraian sebelumnya tentang tujuan dari perkawinan penulis dapat
menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu
keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketentuan Allah yang maha
17Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemahnya
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Esa, yang dibangun atas dasar cinta dan kerelaan dua insan untuk membina dan
membangun sebuah rumah tangga.
Rukun perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi dalam
sebuah perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut
tidak sah.
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun
perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan
mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Khoil Rahman.18
a. Calon mempelai pria:
Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai laki-laki yang
akan melangsungkan perkawinan yaitu:
1) Beragama Islam
2) Laki-laki
3) Jelas orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon mempelai wanita:
Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai wanita yang
akan melangsungkan perkawinan yaitu:
1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
18Ahmad Rofiq, M.A. HUKUM ISLAM DI INDONESIA(Cet 3; Jakarta PT Raja Grafindo
Persada, 1998), h. 71-72
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2) Perempuan
3) Jelas orangnya
4) Dapat dimintai persetujuannya
5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c. Wali nikah
Wali adalah salah satu rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima
dan tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 19 menyatakan wali dalam perkawinan merupakan rukun
yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya:
Adapun syarat-syarat wali yaitu:
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwaliannya
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
d. Saksi nikah
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi
termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah dan ulama’ Jumhur berpendapat
bahwa pernikahan kecuali dengan jelas dalam pengucapan Ijab dan Qabul dan tidak
boleh dilaksanakan dengan saksi-saksi hadir langsung dalam pernikahan agar
mengumumkan atau memberitahukan kepada orang banyak.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan
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menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu
ditempat akadnikah dilangsungkan.19 Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi, yaitu:
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa
e. Ijab dan Qabul
Akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 27 ayat 1 Ijab dan Qabul
antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang waktu. Pasal 28
ayat 1 akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Pasal 29 ayat 1 yang berhak mengucapkan Ijab calon mempelai pria
secara pribadi.
Jadi, pada dasarnya, Ijab dan Qabul yang diucapkan oleh wali mempelai
perempuan dan Qabul oleh mempelai laki-laki, merupakan bentuk kerelaan antar dua
belah pihak membentuk sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan
kasih sayang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila dipenuhi, maka
ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). Halalnya seorang wanita bagi
calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita
yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun yang
19Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesi, h. 15
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mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara
maupun selamanya.
Adapun syarat-syaratnya :
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau
tazwij
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram
haji/umrah
7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu:
calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau
wakilnnya, dan dua orang saksi.
Dalam undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan
syarat-syarat sebagai berikut:20
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan  perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun
harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pasal
20M Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 21
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ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang
mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan garis
lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.
Dari beberapa pendapat pada uraian sebelumnya tentang perkawinan banyak
terdapat perbedaan dari segi konteks tetapi secara substansi adalah sama bahwa
perkawinan itu merupakan perjanjian antara pria dengan seorang wanita, guna untuk
membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat
Islam. Perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian dalam perkara
muamalah akan tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang
kekal dan bahagia. Menurut Sayuti Talib dan Muh. Idris  Ramulyo perkawinan harus
dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:
1. Perkawinan dari segi sosial
Perkawinan dari segi sosial adalah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa),
ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah
berkeluarga dianggap memiliki kedudukan yang terhormat.
2. Perkawinan dari segi agama,
perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci lagi baik, karena itu
tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan
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institusi perkawinan.21 Seperti halnya dalam agama Islam yang memandang
bahwa pernikahan itu adalah bukti kebijaksanaan Allah swt dalam mengatur
mahlukNya, dalam QS, An-Najm/53; 45
           
Terjemahnya:
“  Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria
dan wanita.”22
Ayat di atas menyatakan kepada kita, bahwa Islam merupakan ajaran yang
menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi
dan ukhrawi, antara materi dan spiritual. Oleh sebab itu, selain sebagai sunnatullah
yang bersifat kodrati, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul-Nya.
3. Perkawinan dari segi Hukum
Perkawinan dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan
(peristiwa) hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh
kekuatan hukum.
Al-Qur’an menjuluki perkawinan sebagai Mitsaqan Ghalizhan, artinya
perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggengangnnya guna untuk
mewujudkan perjanjian yang kuat. Sebelum akad nikah dilaksanakan ada kegiatan
pernikahan yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, baik mempelai laki-laki
21Muhammad Al Jabri, Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam (Jakarta: PT.
Bulan Bintang,1991), h. 1-3
22Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemahnya
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maupun perempuan.23 Kegiatan pernikahan yang dimaksud ialah apa yang umum
dikenal sebagai muqadimah nikah yaitu perihal pemilihan pasangan suami istri.24
3. Hikmah, Bentuk dan Hukum Melakukan Perkawinan
Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya yang sudah mapan untuk
segera membentuk rumah tangga, karena perkawinan merupakan perkara yang
mempunyai banyak hikmah, diantaranya sebagai berikut:
1. Sebagai Kebutuhan Biologis
Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya
menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks tersebut.25
2. Membentuk Keluarga Mulia
Perkawina adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia,
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang
oleh Islam sangat diperhatikan. Sebagaimana Sabda Rasulullah :
“kawinilah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku
dapat membanggakan jumlahnya yang banyak dihadapan para Nabi pada hari
kiamat nanti”.
3. Naluri Kasih Sayang
23Husain Mazhahiri, Bunga Dalam Rumah Tangga (Jawa Barat: Cahaya, 2001), h. 70
24Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru,1987), h. 348-349
25Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 25
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Tumbuhnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh
perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya
bisa diwujudkan melalui perkawinan.
4. Menumbuhkan Tanggung Jawab
Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja,
bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang
merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga.
5. Memperteguh Silaturahim
Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh
kelanggenan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam kehidupan
bermasyarakat.
6. Menundukkan Pandangan
Islam mendorong untuk segera menikah jika sudah mempunyai kemampuan
terhadap itu karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga
kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.
Dari uraian tersebut penulis memahami bahwa hikmah dari perkawinan adalah
merupakan suatu bentuk upaya untuk membentengi diri, dalam menjalani hidup dan
kehidupan sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif, serta sekaligus suatu bentuk
pemantapan pendewasaan karena adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang
harus terbangun dalam rumah tangga.
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Sedangkan Menurut Ali Ahmad  Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan di
antaranya adalah sebagai berikut:
1. Dengan pernikahan maka banyaklah  keturunan. Ketika keturunan itu  banyak,
maka proses memakmurkan bumi berjalan  dengan mudah, karena suatu
perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara
individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus
terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah
tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada
perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah
diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia
semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia
masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagi macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang
bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan
penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah
tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga
kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh
syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan
dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi; yaitu melakukan hinaan dan
timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan
31
kepasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak
peraturan alam.
6. Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat
faedah yang banyak, antara lain memelihara  hak-hak dalam warisan, seorang
laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak
pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal ini
dikehendaki agama manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih  dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada
umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika mati terputuslah semua sama perbuatannya yang mendatangkan
rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan
isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan mendoakan
dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya pun tidak
ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap masih tertinggal meskipun ia
telah mati.26
9. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap
melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula
perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang
menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
10. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan
membawa seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab
dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari
26Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 65-68
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penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak
produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang
dikaruniai Allah untuk kepentingan hidup manusia.
11. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga,
sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab
antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan bertugas
mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan
menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan
dan memperoleh kesegaran kembali.27
Sebagaimana diketahui publik, pernikahan bukan sekedar memenuhi hasrat
biologis, melainkan nikah juga merupakan ibadah yang tekah ditetapkan oleh Allah
swt. Karena itu hikmah perkawinan bagi seorang muslim dan masyarakat pada
umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya.
Selain hikmah-hikmah di atas, sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-
hikmah yang lain, yaitu:
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya
menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka
banyaklah manusia yang mengalaminkegoncangan, kacau dan menerobos jalan
yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan
sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan
jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan
tenang menikmati barang  yang halal.
27Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 36
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2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia,
,memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab
yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup
dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan
sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusian
seseorang.28
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan
pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab
dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari
penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbesar
produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah
tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung
jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan,
memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan
kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan di tunjang. Karena
masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi akan terbentuk
masyarakat yang kuat dan bahagia.
Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional
terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami isteri  berusia lebih
28Abd. Rahman Ghazaly,Fiqh Munakahat, h. 69-71
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panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami isteri, baik karena menjanda,
bercerai atau sengaja membujang”.29
Secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa hikmah perkawinan ialah
menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri
kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban
dalam rumah tangga dan dari pihak suami dan keluarga dari pihak isteri.
Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman naluri (seks)
memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum agar tidak dihinakan oleh
kaum pria. Dalam hal ini, pergaulan suami istri diletakkan di bawah naluri keibuan
dan kebapakan, sehingga dikemudian hari menghasilkan keturunan yang baik. Fungsi
relasi seksual yang lebih dikenal dengan senggama adalah untuk menyalurkan naluri
seksual, dan untuk menyambung keturunan.30 Menurut Anwar Haryono menyatakan
bahwa, perkwinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita
untuk membentuk keluarga bahagia.
Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan, segolongan
Fukaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya
sunnah. golongan zhaririyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para  ulama
Malikiyah mutaakhirin bahwa nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnah untuk
29Abidin Slamet,  Aminuddin, Fikih Munakahat, (Cet; Bandung: CV Pustaka Media 1999),
h. 36
30Yanti Ismayanti, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2004), h. 29
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sebahagian lainnya dan mubah untuk segolongan orang lain. Demikian itu menurut
mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.31
Terlepas dari pendapat para ulama di atas, Islam sangat menganjurkan kaum
muslimin yang mampu agar melangsungkan perkawinan. Dan hukum melakukan
perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi yang akan melakukan perkawinan
tersebut dan tujuan melakukannya. Hukum melakukan perkawinan tersebut bisa
wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh.
1. Pernikahan yang hukumnya wajib
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin
dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin
maka hukum melakukan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan
pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak
berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan
perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan
itupun wajib.
2. Pernikahan yang hukumnya sunnah
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk
melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan
berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut  adalah
sunnah. alasan menetapkan hukum sunat itu ialah  dari anjuran Al-Qur’an seperti
tersebut dalam surah al-nur ayat 32 dan hadist nabi yang dikemukakan dalam
31Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 16
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menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al-Qur’an
maupun al-sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan qorinah-
qorinah yang ada. Perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum
sunnah saja.
3. Pernikahan yang hukumnya haram
Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan
serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga
apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka
hukum melangsungkan pernikahan bagi orang tersebut haram. Termasuk hukumnya
haram bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain,
masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat
kawin dengan orang lain.
4. Pernikahan yang hukumnya makruh
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga
cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya
tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai
keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.32
5. Pernikahan yang hukumnya mubah
Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak
melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak
akan menelantarkan isterinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk
32Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 21
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memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan
penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang
akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai
kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai
kemauan yang kuat.33
Selain itu, dengan faedan yang besar dalam perkawinan adalah menjaga dan
memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab seorang
perempuan, apabila ia sudah kawin maka nafkahnya menjadi wajib atas tanggungan
suaminya.34
Dalam undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku
di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dan wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam
penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pengasuhan dan
pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.
B. Uang Panai’ dan  Budaya Panai Dalam Perkawinan Masyarakat
Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai
suami kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan keluarga calon istri
33Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 21
34Hasan Aedy, Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Model Ahlak Mulia (Bandung: Alfabeta,
2008), h. 12
38
sebagai biaya dalam resepsi perkawinan, dimana uang tersebut belum termasuk
mahar35
Dalam hal ini, uang panaik’ sebagai sebuah simbol nilai martabat seorang
manusia telah mengalami pergeseran makna bahkan sedang mengarah kepada proses
kematiaanya. Dari realitas yang terjadi dewasa ini, terungkap bahwa adat uang
panaik’ pada hakikatnya masih menyimpan keluhuran nilai dan makna itu. Uang
panaik’ yang sejatinya adalah bentuk penghargaan terhadap perempuan dan terhadap
relasi kekeluargaan, serta keluhuran nilai perkawinan,  ternyata jauh dari apa yang di
harapkan.
Kematian atau melunturnya makna simbolis ini, nyata dalam cara pandang
dan berfikir masyarakat setempat. Dewasa ini, harga uang panaik telah di ubah
menjadi ajang yang menunjukkan keberadaan seseorang. Uang panaik’ tidak lagi
mengandung arti simbolis, sebagai pengikat dan pengukuh hubungan antara pemuda
dan pemudi, serta kedua belah pihak, melainkan telah dijadikan sebagai lambang
status sosial. Artinya, makin tinggi harga bridge pricing yang diserahkan, harga diri
seorang semakin mengikat.
Sebagai konsekuensi lanjut dari pergeseran makna uang panaik ini dapat
ditemukan, dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh jalan pintas. Orang
bahkan melihat harga uang panaik sebagai beban yang perlu dihindari.
Komersialisasi harga bridge pricing telah mengubah makna uang panaik yang
sejatinya sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia ke arah sebaliknya
35 Http : //.dx.doi.org/ DOI. 18202/Jamal. 2015. 04. 6007, (Di akses pada tanggal 2 maret
2017
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yaitu menjadi penyebab pelanggaran martabat manusia. Martabat manusia
disepelekan karena tuntutan uang panaik , padahal harga uang panaik itu sendiri lahir
sebagai suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Eksistensi uang panaik dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang
ini, menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Di satu pihak ada seruan agar uang
panaik tetap dipertahankan karena merupakan budaya yang sangat berarti bagi
kehidupan manusia. Di pihak lain, ada pendapat yang tidak menyetujui adanya
praktek uang panaik, dan perlu dibuat pembaharuan karena di pandang tidak relevan
lagi bagi dengan perkembangan zaman sekarang ini.36
Budaya panai’ bagi masyarakat bugis perantauan memahaminya sebagai
bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta perkawinan. Penentuan uang Nai’
umumnya di tentukan oleh status sosial yang di sandang oleh keluarga mempelai
perempuan. Status sosial tersebut antara lain: keturunan bangsawan, status
pendidikan, status pekerjaan, dan status ekonomi. Semakin baik status sosial yang
dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang belanja yang
harus di tanggung oleh pihak laki-laki. Pertimbangan besarnya uang belanja sebagai
syarat adat menjadi dominasi bagi kaum muda. Sebagian kaum muda menganggap
adanya proses transaksional dalam prosesi lamaran. Kepentingan muda mudi yang
saling mencinta pun harus tunduk pada keputusan-keputusan dari adat istiadat
warisan leluhur. Keputusan yang lebih mengutamakan materialisme berupa gengsi
dan prestise keluarga menimbulkan resistensi muda mudi terhadap budaya
Panai’.materialisme menjadi dasar berkembangnya budaya komersial. Ukuran
36Jurnal Akuntansi Paradigma, http : //.dx.doi.org/ DOI. 18202/Jamal. 2015. 04. 6007, (Di
akses pada tanggal 2 maret 2017)
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kemakmuran ditentukan oleh banyaknya kekayaan yang dimiliki. Dalam sistem ini,
tidak ada ruang untuk melakukan dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan saling
membantu. Kompromi melalui komunikasi yang baik akan menghasilkan
kesepakatan yang melegakan kedua belah pihak dan tidak juga akan memberatkan.
Komunikasi dan kesepakatan sangat penting  dilakukan dalam interaksi sebelum
pernikahan dilaksanakan. Melalui interaksi, akan terbangun sebuah regulasi yang
menata bagaimana seharusnya kehidupan relasi sosial disepakati oleh orang tua sang
penjaga adat dan kaum muda sang pelestari adat.37
Pesta adat yang dibiayai dengan uang panaik ditinjau dari sudut pandang
Islam adalah pemborosan, karena masyarakat di jaman ini mengadakan resepsi
perkawinan untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya resepsi yang
berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan ada, yang membebani diri dengan resepsi
yang uang panaiknya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau
bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik
lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya di larang oleh agama. Allah tidak
mengajarkan demikian.
37Jurnal antara cinta dan gengsi, http:/dx.doi.org/10.18202/jamal 2015.08.6018 (14 oktober
2016)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah  penelitian kualitatif
lapangan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.1 Pandangan lain
menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini di gunakan karena beberapa
pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila
berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara
langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan  ketiga, metode ini
lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.2
Berdasar pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian
kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu
memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu,
peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan
langsung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Uang Panai (Uang
Belanja)
1Aji Damanuri, M.E.I., METODOLOGI PENELITIAN MU’AMALAH, (STAIN Po PRESS,
2010)  h. 23
2Aji Damanuri, M.E.I., METODOLOGI PENELITIAN MU’AMALAH, h. 25-26
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2. Lokasi  Penelitian
S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di
pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: Tempat pelaku dan
kegiatan.3Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Uang
Panai di kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah  apa saja yang menjadi
faktor penyebab tingginya Uang panai di kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara
Kabupaten Jeneponto.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola
fikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam
ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam
menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan
penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup
kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.4
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut :
1. Pendekatan Syar’i
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah
terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk di
3S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43
4Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010),  h. 129
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dalamnya masalah biaya Uang Panai yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam
pembahasan.
2. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu
keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-undangan
yang berlaku yang terkait dengan perkawinan.
C. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklarisifikasikan sebagai
berikut:
1. Sumber Data Primer
yaitu pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian
atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh.Sumber data primer dapat di
peroleh dari informan. Secara teknis informan adalah orang yang memberikan
penjelasan yang kaya warna, detail dan komprehensif mengenai Apa, Siapa,
Dimana, Kapan, Bagimana, dan Mengapa.5Dalam penelitian ini yang menjadi
informasi kunci adalah masyarakat kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara
Kabupaten Jeneponto.
5Informan dalam Penelitian kualitatif, http:// www.google.com/seacrh//hl=id&client= ms-
android-msung&tbo=d&site= wabhp7q=informan+adalah&gs_1=mobile-gws-serp (15November
2016).
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2. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer.
Sumber data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan
mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari
sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya.
Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain
yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.
Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu
Purposive Sampling Technique yaitu cara penentuan sejumlah informan
sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang
dijadikan informan. Alasan penulis menggunakan sampel tersebut karena
informan memiliki ilmu dan lebih paham pada kasusu yang akan diteliti.
Informan yang akan di wawancarai terdiri dari 1 orang Tokoh Agama, 6 orang
kelompok terpelajar, 7 orang Tokoh Masyarakat, 2 orang kelompok anak
terdidik(SMA), dan 6 masyarakat biasa. Sehingga jumlah yang akan
diwawancarai penulis sebanyak 22 orang informan.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Informan Jumlah Informan Keterangan
1. Tokoh Agama 1 orang
2. Kelompok terpelajar 6 orang
3. Tokoh Masyarakat 7 orang
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4. Kelompok anak terdidik (SMA) 2 orang
5. Masyarakat biasa 6 orang
Jumlah Informan 22 Informan
D. Metode Pengumpulan Data
Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
yaitu sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematis gejalah-gejalah yang diselidiki. Hal
yang  hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode
observasi ini bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi
tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang di
lakukan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan
secara mendalam dan detail.6Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan
model snow-ball sampling yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-
6Suratman, dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet, II;Bandung : Alfabeta, 2014),
h. 155
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mata oleh peneliti.Peneliti bekerjasama dengan informan, menentukan sampel
berikutnya yang dianggap penting.Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola
salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian.Jumlah
sampel tidak ada batas minimal atau maksimal yang penting telah memadai dan
mencapai data jenuh yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek
penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan
dalam bahan yang berbentuk dokumen.Sebagian besar data yang tersedia adalah
berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya.Sifat
utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara
detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat
pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokomen pemerintah atau
swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-
lain.7Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada
dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian.
E. Intrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian  kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni
peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan
data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus
mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu
7Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.
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penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen
yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: Daftar pertanyaan
penelitian yang telah dipersiapkan, camera, pulpen dan buku catatan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data di artikan sebagai proses mengartikan data-data
lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :
1). Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang
dihasilkan peneliti
2). Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik
dimana data tersebut dihasilkan dari peneliti
3). Koding data adalah penyesuaian data data yang diperoleh dalam
melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan
pokok pangkal permasalahan dengan cara memberikan kode-kode
tertentu pada setiap data ersebut.
4). Editing data pemeriksaan hasil yang untuk mengetahui relevasi
(hubungan) dan keabsaan data dideskripsi dalam menemukan jawaban
pokok masalah.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan mengurangi data memecahkan masalah
yang berdasarkan data yang di peroleh. Analisis data yang digunakan adalah
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
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dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklarifikasi, dan mencatat yang
dihasilakn catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap
dapat ditelusuri.
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IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian
1. Letak Geografis
Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Bontosunggu sebagai salah satu sentra
produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu
Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km2 atau 74.979 Ha,
yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan.
Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5º23’12” - 5º42’1,2” Lintang
Selatan (LS) dan    119º29’12” - 119º56’44,9” Bujur Timur (BT) dengan posisi
strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan
ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan  dengan daerah yang
mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.
Gambaran administrasi pemerintahan  di Kabupaten Jenepontodisajikan pada
Tabel 2.2 berikut  ini:
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Tabel 2.1Nama, Luas Wilayah perkecamatandanJumlahDesa/Kelurahan
2. Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto
Nama
Kecamatan
Jumlah Desa/Kel.
Luas Wilayah
Administrasi
Luas Wilayah
Terbangun
Km2 (%) thd
total
Km2 (%) thd
total
Kecamatan  Batang 14 121,82 16,25 1,36 5,08
Kecamatan
Bangkala Barat
8 152,96 20,40 2,44 9,12
Kecamatan
Tamalatea
12 57,58 7,68 1,62 6,05
Kecamatan
Bontoramba
12 88,30 11,78 2,19 8,19
Kecamatan  Binamu 13 69,49 9,27 3,09 11,56
Kecamatan  Turatea 11 53,76 7,17 0,76 2,84
Kecamatan  Batang 6 33,04 4,41 4,29 16,04
Kecamatan
Arungkeke
7 29,91 3,99 2,33 8,71
Kecamatan
Tarowang
8 40,68 5,43 4,18 15,63
Kecamatan  Kelara 10 43,95 5,86 1,99 7,44
Kecamatan  Rumbia 12 58,30 7,78 2,49 9,31
TOTAL 113 749,79 100 2.674 100,00
Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2013
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Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2012 sebanyak 348.138
jiwa yang terdiri dari 169.025 jiwa penduduk laki-laki dan 179.113 jiwa penduduk
perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bangkala yaitu sebesar
50.650 jiwa.
Jumlah penduduk perempuan di semua kecamatan lebih banyak dibanding
penduduk laki-laki. Hal ini dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) yang lebih kecil
dari 100. Ratio jenis kelamin di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2012 sebesar
94,36%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk
laki-laki.
Kepadatan penduduk per Km2 dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran
penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto pada tahun
2012 sekitar 464 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan
Binamu yaitu sekitar 766 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan terendah berada di
Kecamatan Bangkala Barat yaitu sekitar 175 Jiwa/Km2.
3. Laju Pertumbuhan Penduduk
Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan
jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun
sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh
faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi
adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya
tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan
prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang.
Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan
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pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 3 tahun
terakhir.
Data jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 3 tahun terakhir menunjukkan
jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 342.700 jiwa, sedangkan pada tahun
2011 mencapai 346.149 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan
jumlah penduduk yang tidak menentu. Dimana pada tahun 2011 terjadi peningkatan
jumlah penduduk sebanyak 3.449 jiwa, sedangkan pertambahan jumlah penduduk
dari tahun 2011 ke tahun 2012 sekitar 2009 jiwa.
4. Keuangan dan Perekonomian Daerah
Pembangunan ekonomi selalu menjadi sentral dan lokomotif pembangunan
bidang lain, oleh karena itu dalam penyusunan strategi pembangunan selalu dimulai
dengan pemetaan serta analisa mendalam tentang kondisi perekonomian yang sedang
dihadapi dan prospek pengembangannya yang didasari oleh asumsi terhadap variabel
yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu sendiri.
Pada bagian ini menjelaskan terkait kondisi keuangan dan perekonomian
daerah, dimana pembiayaan dibidang sanitasi dianggarkan pada beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah antara Lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan,
dan Dinas Kesehatan.1
1https//komunitasjnptnet.wordpress.com diakses pada tanggal 3 April 2017 jam 19.00 WITA
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B. Bagaimana Urgensi Uang Panai’ Dalam Perkawinan di Kab. Jeneponto
Berdasarkan hasil penelitian setelah melaksanakan wawancara diberbagai
kalangan masyarakat di Kabupaten Jeneponto Kelurahan Tolo Utara Kecematan
Kelara.
Menurut Rahmat, Uang panai’ di Kelurahan Tolo Utara Kecematan kelara
Kab. Jeneponto, adalah sebuah keharusan karena uang panai’ sangat penting,
seakan-akan lebih penting dari mahar. Selain tingginya uang panai’ menjadi salah
satu syarat pernikahan di sebagian besar adat di Kab. Jeneponto, tingginya uang
panai’ menjadi wadah unjuk gigih dan adu gengsi antar tetangga.2
Menurut Paemba uang panai sangat penting untuk kelangsungan pesta
pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan,
maka permintaan uang panai dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung.
Uang panai merupakan adat kebiasaan yang turun temurun mulai dari nenek moyang
sampai sekarang. Jeneponto merupakan salah satu daerah yang masih kental adat
istiadat uang panai dan bahkan sangat sakral dikalangan masyarakat khususnya di
kelurahan tolo utara kecamatan kelara.3
Pada proses lamaran, hal yang paling utama di perbincangkan adalah uang
panai. Jika belum tercapai kesepakatan antara dua belah pihak terkadang sampai
lima kali pembahasan sampai mencapai mufakat.
2Rahmat, Mahasiswa, wawancara pada tanggal 30 maret 2017
3Paemba, Petani, wawancara pada tanggal 4 januari 2017
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C. Faktor Penyebab Tingginya Uang Panai di Kelurahan Tolo Utara Kecematan
Kelara Kabupaten Jeneponto
Biaya uang panai merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam
sebuah pesta perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar
ditunjang oleh jumlah uang panai tersebut. Baik dari jamuan makanan dan
perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.
Jeneponto merupakan daerah suku makassar, serta sekaligus terkenal
dengan adat yang sangat mencolok dengan aktivitas masyarakatnya, termasuk di
dalam masalah perkawinan yang pada prosesnya masih sangat disiplin, teliti,dan
penuh pertimbangan dengan harapan agar buah hati dari perkawinan tersebut
mampu melahirkan nuangsa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi kedua
insan yang telah terikat dalam sebuah tali perkawinan.
Adapun faktor penyebab tingginya Uang Panai di Kelurahan Tolo Utara
Kecematan Kelara Kabupaen Jeneponto.
1. Pendidikan
Menurut Nirwan, Pendidikan merupakan perkara yang mulia yang
menjadi kebangsaan dan kehormatan tersendiri bagi orang yang memilikinya.
Dengan bercermin pada realitas masyarakat di Kelurahan Tolo Utara
Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto tidak semua orang tua mampu
menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi, dengan alasan yang
kita temui dan dengarkan terlontar dari masyarakat ketidak mampuannya dari
segi ekonomi yang memaksanya untuk mengakhiri jenjang pendidikan formal
anak-anaknya pada pendidikan menengah atas saja. Itulah pendidikan orang
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yang berpendidikan lebih disegani dan dihormati di tengah kehidupan
masyarakat.4
Pengaruh pendidikan yang begitu besar akan mempengaruhi berbagai
macam kehidupan masyarakat Jeneponto, termasuk didalamnya masalah
perkawinan. Tinggi rendahnya uang panai di kelurahan tolo utara kecematan
kelara Kabupaten Jeneponto sangat berpengaruh oleh faktor pendidikan.
Semakin tinggi jenjang pendidikan seorang wanita maka uang panainya juga
akan semakin tinggi, dengan alasan bahwa pendidikan atau ilmu yang diperoleh
itu sangatlah susah dan membutuhkan biaya yang banyak, jadi untuk melamar
wanita yang berpendidikan tidak cukup hanya dengan modal cinta dan kasih
sayang akan tetapi juga harus bermodalkan akan materi yang cukup banyak.
Seorang laki-laki yang akan mencari pasangan hidup tentunya akan melihat dan
menilai dari berbagai aspek, termasuk pendidikannya.
2. Keturunan
Menurut Syamsinar, Masyarakat di kelurahan Tolo Utara Kecematan
Kelara Kabupaten Jeneponto di kenal ada tiga sebutan kasta atau keturunan
mulai dari keturunan Karaeng, Daeng dan ata. ( Masyarakat biasa), Kasta atau
keturunan meskipun mulai pudar dengan zaman tetapi pengaruhnya masih
sangat besar di rasakan dalam masyarakat termasuk dalam hal perkawinan,
Uang panai keturunan karaeng lebih tinggi dari pada keturunan lainnya
begitupun juga keturunan daeng dan keturunan ata masing-masing punya
standar.
4Nirwan, Staf SD Inpres Parang labbua, wawancara pada tanggal27 Desember 2016
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Keturunan karaeng, terkadang tidak bisa menikah dengan keturunan
daeng karena derajat yang berbeda apalagi keturunan ata. Adat istiadat
masyarakat Jeneponto khususnya kelurahan tolo utara kecematan kelara
Karaeng tidak boleh menikah dengan daeng, daeng tidak menikah dengan ata,
seyogyanya karaeng dengan karaeng daeng dengan daeng ata dengan ata. Jika,
ada daeng yang berani melamar anak karaeng maka daeng harus mengikuti
semua persyaratan yang disebutkan oleh keluarga karaeng begitupun ata dengan
daeng.  Maka dari itu keturunan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang
panai.5
3. Kekayaan
Menurut Sitti Dg Nurung Memandang dengan kacamata zaman
sekarang pengaruh harta atau kekayaan sangat begitu besar  sehingga mampu
mempengaruhi berbagai lini kehidupan manusia. Kekayaan bukan hanya
sebagai penopang hidup untuk kelangsungan hidup yang lebih baik akan
tetapi juga mampu mengangkat derajat harkat dan martabat serta status sosial
masyarakat.
Warga masyarakat kabupaten jeneponto khususnya di kelurahan tolo
utara kecematan kelara, mata pencaharian masyarakat begitu beragam mulai
dari petani, peternak, wiraswasta, sampai pada pegawai negeri. Semua hal
tersebut merupakan cara untuk menafkahi diri dan keluarganya. Salah satu
bukti besarnya yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita lihat dalam
5Syamsinar, PNS, wawancara pada tanggal28 Desember 2016
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kehidupan masyarakat kabupaten jeneponto khususnya kelurahan tolo utara
kecematan kelara adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan sangat erat
kaitannya dengan pesta itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat kabupaten
jeneponto yang menjadikan perkawinan sebagai acara yang paling ideal untuk
mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah.6
Tinggi rendahnya uang panai sangat menentukan jumlah biaya
perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan. Harta kekayaan
perempuan ataupun laki-laki sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang
panai. Jika laki-laki keturunan orang miskin hendak melamar keluarga
perempuan orang kaya maka secara otomatis uang panai akan tinggi, tapi jika
laki-laki kaya akan melamar perempuan miskin maka terkadang uang panai
rendah. Jadi, maka dari itu harta kekayaan sangat besar pengaruhnya tinggi
rendahnya uang panai.
4. Usia
Menurut Syamsir, Jodoh merupakan rahasia Allah swt yang bagi
manusia tidak ada yang mengetahui kapan dan siapa yang bakal menjadi
pendamping hidupnya, usia dalam perkawinan merupakan hal yang sangat
urgent apalagi bagi kaum hawa karena hal yang demikian berkaitan dengan
kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang merupakan salah satu tujuan
dari perkawinan itu sendiri. Usia dalam perkawinan mempengaruhi tingkatan
atau jumlah biaya walimah. Seorang perempuan yang masih dalam usia
produktif kisaran 18-30 tahun perhitungan akan biaya walimahnya masih di
6Sitti Dg Nurung, Ibu Rumah tangga, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016
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atas rata-rata sedangkan usia 30an ke atas jumlah uang panainya akan
berkurang karena usia tersebut sudah mulai tidak produktif.7
5. Harga bahan makanan
Menurut Mari’Perkawinan di keluarahan tolo utara kecematan kelara
kabupaten jeneponto tidak terlepas dari undang-mengundang mulai dari sanak
saudara sampai dengan teman dan kenalan. Harga bahan makanan dan
banyaknya undangan yang tersebar sangat mempengaruhi tinggi rendahnya
uang panai.
Adat istiadat kabupaten Jeneponto khususnya kelurahan tolo utara
kecematan kelara dilangsungkan dengan acara besar-besaran yang memakan
banyak biaya, terkadang untuk membeli persiapan perlengkapan rumah tangga
kedua mempelai membutuhkan banyak biaya belum lagi lauk-pauknya yang
harus dan bahkan sudah wajib memotong kuda setiap pesta pernikahan jadi,
tidak heran jika harga mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai.8
6. Pacaran (A’bayuang)
Menurut Haryanti dan Riswandi, Pacaran (A’bayuang) telah dikenal
mulai dari zaman dahulu sampai dengan pada zaman era globalisasi yang kita
rasakan sekarang. Namun, pacaran zaman dahulu sangat berbeda dengan
pacaran zaman sekarang. Pada zaman dahulu pacaran tidak terlalu
mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai karena masih kental sistem
7Syamsir, Petani, pada tanggal 29 Desember 2016
8Mari’ Ibu Rumah Tangga, wawancara pada tangal 2 januari 2017
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perjodohan sedangkan pacaran zaman sekarang sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya uang panai. Uang panai akan menjadi tinggi jika, pasangan pacaran
tidak terlalu di respon oleh orang tua begitupun sebaliknya uang panai akan
sedikit rendah jika orang tua pasangan pacaran tersebut saling merestui.9
7. Kondisi fisik calon istri
Bakri dg giling, tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan di
atas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang panai’ yang
dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kondisi fisik perempuan
yang akan dilamarpun menjadi tolak ukur penentuan uang panaik. Semakin
sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi
pula jumlah nominal uang panai’ yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud
seperti paras yang cantik, tinggi, dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan
tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus, bukan dari golongan
bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi
fisiknya yang akan jadi tolak ukur besarnya uang panaik yang akan dipatok.
Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi
fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia
memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang
pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu
9Haryanti, dan Riswandi, Siswi SMA Negeri 10 Jeneponto, wawancara pada tangga29 Maret
2017
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akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah uang panaik yang akan dipatok
pihak keluarga perempuan.10
Sedangkan Menurut Dodding dg Ngiri, adapun status antara janda dan
perawan tidak luput dijadikan sebagai tolak ukur tingginya uang panaik dalam
perkawinan Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto.
Di kelurahan ini bagi perempuan yang janda dan perawan memang terdapat
perbedaan dalam penentuan uang panai’. Biasanya perawan lebih banyak
diberikan uang panaik dari pada janda, namun tidak menutup kemungkinan
bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang
tergolong bagus. Hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena adanya
pengaruh adat yang masi sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaankebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat. Itulah beberapa faktor penyebab tingginya
uang panai’ dalam perkawinan di Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara
Kabupaten Jeneponto.11
D. Pandangan Hukum Islam Tentang  Tingginya Uang panai’  dalam
Perkawiman
Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk-Nya
yang akan memasuki jenjang perkawinan. Lengkap dengan tata cara atau
aturan-aturan Allah swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak
memilih tata cara yang lain,. Namun kenyataannya di masyarakat  kita, hal ini
10Bakri dg Giling, Petani, wawancara pada tanggal2 Januari 2017
11Dodding dg Ngiri, Petani, wawancarapada taggal3 Januari 2017
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tidak banyak diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang
telah turun temurun dilaksanakan.12
Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah mengatur
sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana cari calon pendamping hidup sampai
mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi penuh
berkah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana
memperlakukan calon pendamping setelah resmi menjadi pendamping hidup.
Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan
adat dan kebudayaan masyarakat Jeneponto. Dalam pelaksanaan perkawinan
masyarakat Khususnya Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten
Jeneponto memiliki tradisi tersendiri yang menyangkut tentang perkawinan.
Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya suatu
pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan di Jeneponto terdapat
tahap-tahap yang wajib dilakukan  oleh masyarakat yang ingin
melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan
maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahka dapat mengakibatkan
batalnya perkawinan. Dan dibalik tahap-tahap tradisi itu semua hal memiliki
makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyrakat
Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto yang di bahas
dalam skripsi ini adalah tentang persepsi tingginya Uang Panai’.
12H. Juli, (Iman Masjid ),wawancara pada tanggal 27 Desember 2017
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Di Kabupaten jeneponto sehubungan dengan tradisi dalam Islam yang
diwajibkan adalah Mahar sedangkan Uang panai’ dalam Islam tidak
diwajibkan. Dalam tradisi Kab. Jeneponto Uang Panai’ harus ada dan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Adapun ayat tentang mahar
yaitu, QS. Al/Nisa:4 sebagai berikut:
                    
   
Terjemahnya:
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.  Kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.  pemberian itu ialah
maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua
pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
Pelaksanaan Pemberian uang panai’ walaupun tidak tercantum dalam
hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari’at Islam dan tidak
merusak  akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang panai’ adalah
sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak
dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik
bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini
sering disebut dengan ‘urf  sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa
dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
Mahar (sunrang) dan uang panai’ dalam perkawinan di Kelurahan
Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto adalah suatu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Karena  dalam prakteknya kedua hal tersebut
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memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan
tetapi uang panai’ lebih mendapatkan perhatian dan di anggap sebagai suatu
hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan.
Sehingga jumlah uang panai’ yang ditentukan pihak keluarga perempuan
biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta.13
Idealnya dalam Islam uang panai’ itu jangan ditentukan jumlahnya
apalagi sampai junlahnya yang tinggi. Yang penting ada dan sesuai
kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah
(sunrang) mahar. Karena mahar adalah hak milik Istri yang akan digunakan
kedepannya sedangkan uang panai akan habis terpakai untuk membiayai
pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah uang panai sama
dengan jumlah sunrang atau sunrang lebih tinggi dari pada jumlah uang
panai’.14
Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru uang panai’ yang
lebih tinggi sementara sunrang-nya rendah. Uang panai’ bisa mencapai
ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberapa faktor, justru sebaliknya
mahar atau sunrang yang tidak terlalu dipermasalhkan jumlah nominalnya
diserahkan kepada kerelaan suami.
Mengenai masalah tersebut di atas dalam sebuah hadits Rasul
bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya
adalah yang paling murah maharnya. Melihat dari makna hadits tersebut maka
13Kasma dg Rannu PNS, wawancara pada tanggal 4 Januari 2017
14Idris, Ulama, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017
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jelaslah sangat tidak etis jika uang panai’ yang diberikan oleh calon mempelai
laki-laki lebih banyak daripada jumlah mahar. Hadits tersebut menganjurkan
kepada perempuan agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan
kewajibannya membayar mahar apalagi uang panai’ yang sama sekali tidak
ada ketentuan wajibnya dalam hukum Islam.
Selama pemberian uang panai’ tidak mempersulit terjadinya
perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan
yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan
memberikan uang panai’ yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak
baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.
Agama Islam sebagai agama rahmatan li alamin tidak menyukai
penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan
perkawinan. Demikian pula uang panai’ dianjurkan agar tidak memberatkan
bagi pihak yang mempunyai niat suci  untuk menikah. Perkawinan sebagai
Sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak
berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena
Islam sangat menentang pemborosan. Dalam hukum Islam dikenal prinsip
mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan
perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.
Agama Islam tidak membeda-bedakan manusia satu sama yang lain.
Tidak ada perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama di mata
Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya
hanyalah ketakwaan.
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Al ‘adatu muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi
hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai
sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah
mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan
anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang telah disepakati oleh
masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap di patuhi karena dirasakan dengan
kesadaran hukum sendiri.
Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak
berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan  yang di
bangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang
kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar
kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran
Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam
sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak
bertentangan dengan Syari’at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi
suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus
ditaati.
Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi
syarat sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan nash
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku
danberkembang dalam masyarakat
3. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat
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Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai
dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalammasyarakat
berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusiakarena
berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu,kemaslahatan
manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudahmenjadi kewajaran
apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkanperubahan zaman dan
keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri.
Pemberian uang panai’ dalam perkawinan adat Jeneponto merupakan
pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah
satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan
makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas
perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi
undangan kecuali berhalangan.
Dalam sebuah hadist diriwayatkan bahwa Nabi saw juga pernah
mengadakan walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikahdengan
Ummu Salamah dengan 2 mud gandum dan juga saat menikahdengan
Shafiyah dengan kurma. Dalam potongan hadist lain yangdiriwayatkan
Syaikhan, Nabi saw bersabda “berwalimahlah walaupundengan menyembelih
kambing.” Kemudian sabda lain yang diriwayatkanTurmudzi bahwa
“perlihatkan nikah itu dan pukullah terbangan atasnya.”
Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada
zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Halini
sehubungan dengan penyediaan sejumlah uang panai’untuk
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membiayaijalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya
zamanmaka jumlah uang panai’ dari zaman ke zaman semakin tinggi.
Karenasemakin tinggi pula harga bahan pokok di pasaran maka permintaan
uang panai’pun juga tinggi. Hal ini lah yang salah satunya melatar
belakangitingginya jumlah uang panai’. adapun Hadist walimah sebagai
berikut :
 ﺪﻤﺣا .ٍةﺎَِﺸﺑ ََﻢﻟَْوا ،ََﺐﻨْﯾَز َﻰﻠَﻋ ََﻢﻟَْوا ﺎَﻣ ِِﮫﺋﺎَِﺴﻧ ْﻦِﻣ ٍءْﻲَﺷ َﻰﻠَﻋ ص ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟا ََﻢﻟَْوا ﺎَﻣ :َلَﺎﻗ ٍَﺲَﻧا ْﻦَﻋ
ﻢﻠﺴﻣ و ىرﺎﺨﺒﻟا و
:Terjemahnya
Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah
menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya
sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau
menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing".
[HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].
Seperti itulah pemberian uang panai’di Kabupaten JenepontoKelurahan
Tolo Utara Kecematan kelara, tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi
tradisiturun temurun dalam diri masyarakat. Pemberian uang
panai’padamasyarakat ini walaupun tidak diatur secara tertulis.15
Kebanyakan masyarakat Jeneponto dalam menjalankan kebiasaan
memberikan Uang panai’tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu
merupakansesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan
baikyang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi
gadisJeneponto.
15H. Bella, Wiraswasta, wawancara pada tanggal 30 maret 2017
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Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus
danberulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak
bisadiharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.Dalam Islam,
setidaknya ada 5 hukum syara’ yang disepakati yaituwajib, haram, makruh,
mubah, dan sunnah. Penjelasannya adalah sebegai berikut:
1. Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pastiuntuk mengerjakanperbuatan.
Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka
berdosa.
2. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti.
Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun, apabila tidak dikerjakan
tidak berdosa.
3. Mubah, artinya boleh dikerjakan juga ditnggalkan. Apabila dikerjakan
atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala pun disiksa.
4. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan
perbuatan tertentu, apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila
ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji.
5. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. Apabila
dikerjakan oleh seseorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila
ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
Hukum dari pemberian uang panai’ itu sendiri menurut Islam adalah
mubah. Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib.
Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan
kondisi.
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Pemberian uang panai’ merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam
artian berlaku pada setiap orang yang bersuku, khusunya Kab. Jeneponto.
Walaupun uang panai’ ini tidak secara gamblang diatur dalam Islam, namun
pemberian uang panai’ sudah merupakan tradisi yang harus dilakukan pada
masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan
Syari’at maka hal itu diperbolehkan.
Dampak Positif Negatif Tingginya Uang Panai di Kelurahan Tolo
Utara Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto
Menurut Suprianto, Tingginya uang panai di Kelurahan Tolo Utara
Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto adalah hal yang biasa terjadi,
tergantung apa yang menjadi pertimbangan masyarakat sehingga biaya Uang
panai tersebut tinggi atau rendah. Berbagai pertimbangan dalam acara
perkawinan menjadikan biaya tersebut menjadikan beraneka ragam ada yang
tinggi ada pula yang rendah dan keduanya memiliki dampak atau pengaruh
dalam kehidupan masyarakat, baik itu dampak posiif maupun negatif.
Dua insan yang sudah saling mencintai hendaknya dimudahkan untuk
maju kejenjang perkawinan, sehingga dapat terbentengi dari hal yang tidak
diinginkan. Perbincangan masalah uang panai (biaya walimah) kerap
mendatangkan perbedaan yang berujung pada batalnya perkawinan.
Dua orang yang saling mencintai tetapi tidak mendapat restu orang
tua, karena perbedaan dalam hal jumlah biaya uang panai akan membuka
peluang untuk kawin lari dan mengasingkan diri ketempat lain sampai
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kembali A’baji (meminta jalan baik untuk kembali kekampung
halamannya).16
Adapun menurut Sultan, Perkawinan merupakan rahasia Allah swt
yang tidak diketahui kapan dan siapa  bakal menjadi pendamping hidup kita.
Adat perkawinan di Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten
Jeneponto, laki-laki yang melamardan perempuan yang dilamar. Perempuan
hanya bisa menunggu lamaran dan laki-laki harus siap lamarannya diterima
atau ditolak. Tingginya permintaan biaya walimah atau uang panai yang
ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan, sementara keluarga mempelai
laki-laki dalam hal biaya terbatas akan menjadikan batalnya perkawinan.17
Tidak sedikit keluarga menikahkan anak laki-laki mereka dengan cara
menjual sebagian sawah atau kebun untuk dijadikan biaya perkawinan,
sehingga dari segi lahan pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya
berkurang. Pesta perkawinan adalah waktu yang tepat untuk bertemu banyak
sanak keluarga, tetapi harus ditunjang oleh biaya yang banyak mengingat
banyaknya kebutuhan yang harus disiapkan dalam pesta. Untuk memudahkan
keluarga yang mengadakan resepsi perkawinan dalam hal biaya dengan cara
jumlah biaya uang panai yang besar.
Menurut kanang, Perkawinan merupakan acara besar yang dalam
prosesnya membawa nama keluarga, keberhasilan suatu perkawinan
merupakan kebanggan keluarga, sebaliknya kegagalan perkawinan
16Suprianto, Puskesmas Rumbia,wawancara pada tanggal5 Januari 2017
17Sultan, PNS, wawancara pada tanggal 6 Januari 2017
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dampaknya bukan saja akan dirasakan oleh kedua mempelai yang telah terikat
sebagai suami istri, tetapi keluarga pun akan ikut menanggungnya. Saling
menghargai dan menghormati, menjaga perasaan dan persaudaraan antara dua
keluarga adalah suatu hal yang perlu dikedepankan.18
Menurut Hj. Intang, Perempuan yang nantinya akan dilamar, ditanya
oleh keluarga baik itu bapak atau ibu, apakah ia siap menerima lamaran orang
tersebut atau tidak. Apabila mempelai perempuan tidak siap menerima maka
salah satu cara keluarga mempelai perempuan untuk memberikan penolakan
secara halus kepada mempelai keluarga laki-laki ketika datang melamar
nantinya adalah penetapan permintaan jumlah walimah (uang panai) dalam
jumlah yang besar yang diperkirakan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh
keluarga laki-laki. Penolakan dengan menetapkan permintaan biaya walimah
yang tinggi, diharapkan mampu memberikan kesan penolakan yang lebih
halus kepada keluarga mempelai laki-laki guna menjaga perasaan keluarga
tersebut.19
Menurut Rannu, Dampak Penentuan Jumlah Uang Panaik Terkait
dengan budaya uang panai’ untuk menikahi wanita di Kelurahan Tolo Utara
Kecematan Kelara Kabupaten Jeneponto, salah satu tujuan dari pemberian
uang panai’ adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak
keluarga perempuan jika jumlahuang panaik yang dipatok mampu dipenuhi
oleh calon mempelai pria.Kehormatan yang dimaksudakan disini adalah rasa
18Kanang, Ibu Rumah Tangga, wawancara pada tanggal6 Januari 2017
19Hj Intang, Ibu Rumah Tangga, wawancara pada tanggal 6 Januari 2017
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penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita
yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk
pernikahannya melalui uang panai tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi
gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil
mematok uang panai’ dengan harga yang tinggi.20
Sedangkan menurut Diana dg ke’nang Dampak lain akibat tingginya
uang panaik adalah munculnya semangatkerja bagi para lelaki yang ingin
menikahi gadis dari Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten
Jeneponto.Bagi pria yang berasal dari suku Kelurahan Tolo Utara Kecematan
Kelara ini, memenuhi jumlah uang panai’ juga dapat dipandang sebagai
praktik budaya siri’ (malu), dimana sering terjadisaat mempelai lelaki tak
mampu memenuhi permintaan itu, sehingga lelakitersebut umumnya menebus
rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembalisetelah punya uang yang
disyaratkan.Sehingga wanita yang benar-benar dicintainya akan menjadi
motivasiyang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah uang panai’ yang
disyaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang
berasaldalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah uang panai’,
yangkemudian akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan
demikian,motivasi kerja akan berpengaruh terhadap performansinya dalam
bekerja.Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang panai’ yang
dipatokpihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut
silariang(kawin lari). Itu terjadi jika si pria dan si gadis telah menjalin ikatan
yangserius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang panaik
20Rannu, Ibu Rumah Tangga, wwancara pada tanggal 6  Januari 2017
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yangdisyaratkan. Jadi disisi lain terdapat dampak positif dan negatif akibat
daritingginya uang panai’ tersebut.21
Menurut Ida, Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu
menyanggupi jumlah uang panai’ yang di targetkan, maka secara otomatis
perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah
pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di
kalangan masyarakat setempat. Adapun mengenai dampak pemberian uang
panai’ dari pihak pemberi, apakah mereka merasa terbebani atau tidak. Pada
umumnya para pihak pemberi dalam hal ini pihak laki-laki merasa tidak
terbebani karena masih dapat menyanggupi kewajiban memberikan uang
panai’ sebagai syarat dalam perkawinan. Mereka merasa tidak terbabani
karena sebelum melamar wanita yang ingin dijadikan calon istri, mereka telah
mengetahui perihal uang panai’ yang harus diberikan sehingga dari awal
mereka sudah mempersiapkan. Pada umumnya, memang pihak perempuan
mematok harga uang panai’dengan mempertimbangkan kemampuan pihak
laki-laki yang akan melamar. Sehingga kenyataan yang terjadi dilapangan
ketika proses negosiasi berlangsung akan menemukan kesepakatan walaupun
sebelumnya terjadi proses tawar menawar antara kedua belah pihak.22
21Diana dg ke’nang, Ibu Rumah Tangga, wwancara pada tanggal6 Januari 2017
22Ida, Ibu Rumah Tagga, wawancara pada tanggal, 6 Januari 2017
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Tingginya uang panai di Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten
Jeneponto di pengaruhi oleh beberapa faktor, pendidikan, keturunan,
kekayaan, usia, harga bahan makanan, dan pacaran.
2. Posisi pentingnya uang panai di Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara
Kabupaten Jeneponto sama dengan mahar bahwa salah satu syarat penting di
dalamnya dan apabila pijak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan
jumlah yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita, bisa terjadi
pembatalan perkawinan.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang persepsi tingginya Uang Panai’ menjelaskan
bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang panai’dalam Islam.
Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak
ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam
proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan
kemampuan.
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa:
1. Dalam penentuan jumlah biaya uang panai sebaiknya, disesuaikan dengan
kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa
diberatkan.
2. Penetapan jumlah uang panai hendaknya pihak laki-laki harus memahami
keadaan keluarga mempelai perempuan dan keadaan sosialnya, sehingga dalam
pemberian biaya (walimah) uang panai berada pada posisi yang wajar untuk
diterima. Seperti halnya di Kelurahan Tolo Utara Kecematan Kelara Kabupaten
Jeneponto yang keadaan masyarakatnya sangat peka terhadap kebersamaan,
solidaritas yang masih terpelihara, maka jumlah uang panai yang tinggi adalah
hal yang wajar.
3. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah Saw. jadi, dalam
penyelenggaraan sebaiknya nilai agama yang ditonjolkan, meskipun secara adat
tidak biasa ditinggalkan secara keseluruhan yang jalannya tidak bertentangan
dengan nilai syari’ah.
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